SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA
PAJAK DAERAH YANG TERUTANG TAHUN 2023

Menimbang :

Mengingat

[u—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)

Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78 dan Hari Jadi
Pemerintah Kabupaten Jombang ke-113, perlu diberikan
pembebasan sanksi administratif pajak daerah terutang;

. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk

melunasi pajak terutang dan sebagai upaya meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta
pengendalian inflasi daerah, maka diperlukan instrumen
kebijakan di bidang Perpajakan Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan
Retribusi;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Pembebasan Sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau
Denda Pajak Daerah yang Terutang Tahun 2023 dalam
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D)
sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Darah Nomor 3 tahun 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBEBASAN
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA
PAJAK DAERAH YANG TERUTANG TAHUN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang disebut BAPENDA adalah

Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang melaksanakan
kegiatan dalam bidang Pendapatan Daerah Kabupaten
Jombang.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa oleh Undang-
Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

7. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan
di luar pokok pajak terutang berupa bunga dan/atau denda
sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD
Pasal 2

Maksud pembebasan sanksi administratif adalah dalam rangka
memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran tunggakan pajak daerah tanpa dikenakan sanksi
administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3
Pembebasan sanksi administratif bertujuan:

a. Mengoptimalkan upaya penerimaan daerah yang berasal dari
Pajak Daerah;



b. Mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak
Daerah; dan

c. Mendorong kontribusi Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran tunggakan Pajak Daerah.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

Pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan

pembayaran atas pajak terutang Tahun Pajak 2023 dan tahun-

tahun sebelumnya, yang meliputi:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2;

b. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);
c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba);
d. Pajak Parkir;
e. Pajak Restoran;
f. Pajak Hotel,
g. Pajak Reklame;
h. Pajak Hiburan;
i. Pajak Air Tanah; dan
j- Pajak Penerangan Jalan.
BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Waktu
Pasal 5

(1) Waktu pelaksanaan pembebasan sanksi administratif Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah mulai
dari tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30
September 2023.

(2) Waktu pelaksanaan pembebasan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan
hurufj adalah mulai dari tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan
tanggal 31 Oktober 2023

Bagian Kedua
Teknis Pelaksanaan
Pasal 6
(1) Pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda pajak daerah yang terutang untuk Tahun Pajak 2023
dan Tahun Pajak sebelumnya dilaksanakan oleh BAPENDA.
(2) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku untuk pembayaran mulai tanggal 11
Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Juni 2023
BUPATI JOMBANG
ttd
MUNDJIDAH WAHAB
Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 33/B
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